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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor W3-5A9/254/Kp.07.1/11/2019
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

a.

Bahwa untuk menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan serta
nersepon keluhan, baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
maupun dari internal Pengadilan Agama Muara Labuh perlu
disediakan meja pengaduan yang berkedudukan di Pengadilan Agama
Muara Labuh;

Bahwa tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan telah diatur
dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/
SK/V1/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pennaganan Pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan;

Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf b dipandang perlu
membentuk Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama
Muara Labuh;

Bahwa Hakim dan Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran
keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas
Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung RI.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor
02/PB/MA/IX/2012 — Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Pedoman
Penanganan Pengaduan ( Whistleblcwing System ) di Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

10. ..........
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10. Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor
047/SKB/MA/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/09/2009 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim.

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMAJ/SK/I/
2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH.

Menunjuk Hakim dan Pegawai yang bertugas untuk memeriksa Pengaduan
di Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini.

Tim Pemeriksa Pengaduan agar bekerja dengan penuh tanggungjawab dan
melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara
Labuh.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila  terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Muara Labuh
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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

Tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2018.

Nomor W3-A9/254/Kp.07.1/11/2019
Tanggal 03 Desember 2018.
Jabatan Jabatan
No Nama /NIP Kedinasan dalam Tim
1 2 3 4
1. | Nurmaisal, S.Ag., MH. Ketua Ketua Tim
NIP. 19741114 199903 2 001
2. | Anneka Yosihilma, SH., MH. Wakil Ketua Sekretaris
NIP. 19760212 200112 2 004
3. | Firdaus, S.HI., MH. Hakim Anggota
NIP. 19800406 200704 1 001
4. | Nasril, S.Ag. Panitera Anggota
NIP. 19671231 199101 1 001
5. | Afkar, SH. Wakil Panitera Anggota
NIP. 19730226 199401 1 001
6. | Syafrizal Kasubbag. Anggota
NIP. 19650911 199303 1 004 Kepegawaian -
Ortala
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